BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Hukum dan Humas

Komentar (Hal.12/NHL)

Sabtu, 13 April 2013

Disinyalir sebagai lokasi penyelundupan BBM
BPK Minta Aparat Penegak
Hukum Awa51 Daerah Perbatasan

Manado, KOMENTAR

Letak Propinsi Sulawesi Utara
(Sulut) sebagai daerah kepulauan
yang juga memiliki akses
langsung dan berbatasan dengan
negara tetangga Filipina, menu-
rut anggota IV BPK-RI Ali Ma-
sykur Musa perlu mendapat pe-
ngawasan ekstra aparat penegak
hukum.

Kata Ali, disparitas harga BBM
di Indonesia dengan negara te-
tangga Filipina, tentu berpotensi
membuka peluang terjadinya
penyelundupan BBM.

“BPK juga meminta kepada
aparat penegak hukum untuk
mengawasi secara serius daerah-
daerah perbatasan. Disparitas
harga terkadang membuat pe-
nyelundupan BBM marak disa-
na, kendati demikian, sejauh ini
kami belum melakukan peme-

a Ali Masykur Musa.

riksaan ke arah sana,” sebut Ali,
Jumat (12/04) kemarin, dalam
kunjungannya di Manado.
Modus lain menurutnya, ba-
nyak dilakukan dengan melaku-
kan penimbunan BBM yang
kemudian dijual kepada kapal-
kapal asing di daerah perbatasan

ataupun bertransaksi di tengah
laut. “Harga BBM bersubsidi di
Indonesia memang jauh lebih
murah dibanding negara-negara
tetangga. Tak heran ini menjadi
semacam “ladang emas” dalam
meraup untung besar,” tandas-

nya.
- Menurutnya, BPK-RI melaku-

kan pemeriksaan atas pengelo-
laan dan pertanggungjawaban
keuangan negara dengan tetap
memperhatikan aspek keber-
lanjutan pembangunan yang
berwawasan lingkungan.
“Pemeriksaan subsidi BBM yang
dilakukan secara rutin oleh BPK-
RI berperan juga dalam menja-
min sekaligus memastikan hesa-
ran subsidi yang ditanggung oleh
negarabenar-benar tepat sasaran
dan subsidi dirasakan ung
masyarakat,” tandasnya.



